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Abstrak: Didalam pencairan dana UP, GU dan LS terdapat sebuah sistem prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan
alur yang sudah ditetapkan dan harus berurutan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, agar nantinya satuan kerja tidak
menerima konsekuensi yang bisa menghambat dalam pelaksanaan rencana anggaran tahun berjalan yang sudah dibuat,
seperti pemotongan UP atau penolakan SP2D. Tujuan Penelitian Ini Untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Prosedur
Uang Persediaan, Ganti Uang dan Mekanisme Pembayaran Langsung Berdasarkan PMK NO.210/PMK.05/2022 pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung apakah sudah sesuai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa sistem prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang,
Dan Mekanisme Pembayaran Langsung pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung khususnya prosedur
pengajuan SPP, SPM dan SP2D sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2022 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, namun masih terdapat
sistem pengendalian internal (SPI) yang belum berjalan dengan optimal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Bitung dan masih membutuhkan perbaikan.

Kata Kunci: evaluasi, uang persediaan, ganti uang, pembayaran langsung, PMK No. 210 Tahun 2022

Abstract: In disbursing UP, GU and LS funds, of course there is a system of procedures that must be carried out in
accordance with a predetermined flow and must be sequential in accordance with the procedures that have been made, so
that later the work unit does not receive consequences that can hinder the implementation of the current year's budget plan
that has been prepared such as UP cuts or SP2D rejections. The purpose of this study was to evaluate the implementation
of the system of procedures for Inventory Money, Changing Money and Direct Payment Mechanisms based on PMK
NO.210/PMK.05/2022 if the Bitung State Treasury Service Office is it appropriate. The type of research used is descriptive
qualitative. Based on the results of the research conducted, it shows that the procedural system for Inventory Money,
Changing Money, and Direct Payment Mechanisms at the Bitung State Treasury Service Office, especially the procedures
for submitting SPP, SPM and SP2D, are in accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) Number 210 of 2022
concerning Payment Procedures In the Framework of Implementation of the State Revenue and Expenditure Budget, but
there is still an internal control system (SPI) that has not run optimally at the bitung state treasury service office and still
needs improvement.

Keywords: evaluation, inventory money; changing money; direct payment mechanisms; PMK No. 210 Year 2022

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pelaksanaan pemerintahan yang baik merupakan sebuah tuntutan didalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bisa terlihat dari adanya sebuah pengelolaan
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keuangan pemerintahan yang terbuka dan akuntanbel. Hal ini pun selaras dengan apa yang diuraikan dalam
penelitian Daempal, Saerang, dan Untu (2022) bahwa Prinsip — prinsip Good governance menjadi sangat
penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah Indonesia tidak pernah berhenti untuk
melakukan berbagai macam upaya pembaruan didalam pengelolaan keuangan negara seperti membuat peraturan
perundang-undangan, menyiapkan kelembagaan, mengubah sistem dan prosedur, serta menjadikan sumber daya
manusia di bidang keuangan lebih profesional. Pembaruan keuangan meliputi perencanaan, penganggaran,
perbendaharaan, akuntansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Untuk itu pemerintahan Indonesia melakukan
reformasi khususnya pada bidang keuangan negara yang ditandai dengan munculnya tiga paket peraturan
perundang-undangan (UU), yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2003
tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.

Pasuhuk, Kalangi, dan Warongan (2018:294) dalam penelitiannya mengatakan bahwa manfaat
pengeluaran kas negara mempunyai sistem dan prosedur yang terdiri dari 4 sistem yakni uang persediaan, ganti
uang, tambahan uang persediaan dan mekanisme pembayaran langsung. Pengeluaran kas yang digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional di lingkungan satuan kerja yang bersifat situasional meliputi setiap mekanisme
dan sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara. Bendahara pengeluaran mengelola Uang
Persediaan (UP) yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan dapat dimintakan penggantian uang,
jika pemakaian dananya sudah menjangkau 50%. Untuk meminta Ganti Uang (GU) maksimal jumlah yang bisa
diminta hanya sebesar permintaan diawal atau jumlah besarnya dana yang sudah dipakai dan untuk meminta GU
bisa dilaksanakan dalam satu bulan sekali selama dalam periode satu tahun anggaran. Bendahara pengeluaran
boleh meminta Tambahan Uang Persediaan (TUP) jika dalam masa satu tahun anggaran UP yang diajukan telah
mencapai limit Pagu UP yang telah ditetapkan, dengan syarat dana yang diberikan harus dipakai untuk
keperluan yang sangat mendesak atau tidak dapat ditunda. TUP bisa diajukan oleh satuan kerja instansi
pemerintah walaupun pemakaian UP belum sampai 50%. Apabila bendahara masih mempunyai sisa uang dalam
persediaan pada akhir tahun anggaran, maka sisanya harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat
tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sisa setoran UP oleh KPPN dicatat sebagai pengembalian UP
sesuai dengan akun yang sudah ditetapkan. Sedangkan metode pencairan Dana Langsung (LS) merupakan
proses dari pencairan dana yang dilakukan KPPN untuk menyalurkan dana kepada pihak atau rekanan yang
berhak berdasarkan SPM-LS yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama pihak yang
berhak dengan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Pengeluaran karyawan seperti gaji, tunjangan,
honorarium, dan lembur, termasuk dalam Pembayaran Langsung (LS).

Saat ini KPPN terus melakukan sosialisasi mengenai peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan terkait perubahan dari peraturan lama Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan APBN, subtansi
perubahan yaitu upaya dalam peningkatan dari modernisasi proses pembayaran, simplifikasi pelaksanaan
anggaran dan penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (APBN). Terjadinya perubahan peraturan tersebut tidak dapat dipungkiri masih sering
ditemukan kesalahan satuan kerja instansi pemerintah didalam pengajuan maupun keterlambatan dalam
pengajuan SPM ketika melakukan pengajuan pencairan dana yang mengakibatkan tidak dapat diterbitkannya
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tentunya hal ini akan memperlambat dalam pencairan dana UP ataupun
LS yang juga akan menghambat pekerjaan satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan karena harus
mengulangi pengajuan tersebut dan dana yang diajukan pun belum bisa didapatkan, selain itu sering ditemukan
keterlambatan satuan kerja instansi pemerintah ketika mengajukan revolving, padahal dalam hal ini jika dalam
kurung waktu satu bulan uang sudah dipakai satuan kerja instansi pemerintah harus segerah melakukan
revolving.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti ingin mengevaluasi tentang pelaksanaan sistem
prosedur dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) pada KPPN
Bitung apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022. Sehingga peneliti
tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Evaluasi Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang Dan
Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung”.

Tujuan Penelitian
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Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem prosedur
dari uang persediaan, ganti uang dan mekanisme pembayaran langsung pada KPPN Bitung sudah sesuai
berdasarkan PMK No. 210 tahun 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi
Akuntansi merupakan sebuah si stem informasi yang menyediakan laporan keuangan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. (Warren dkk, 2018:9).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di Indonesia telah dikembangkan dan menemukan wujudnya pada tahun 2005
yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP). Sebelum itu Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan
akuntansi pemerintah. Pemakaian basis kas, pendekatan single fund dan single entry mewarnai era
pengembangan akuntansi Indonesia. Saat ini Indonesia telah memasuki era baru pengembangan akuntansi
pemerintah yaitu penggunaan basis akrual dalam akuntansinya. Pada era ini akuntansi pemerintah telah
berkembang dengan mengadaptasi international Public Sector Accounting Standard yang juga diakui banyak
negara yang menerapkan basis akrual dalam akuntansi pemerintahannya (Effendi, 2021:2)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Di Indonesia, anggaran pemerintah pusat untuk barang atau jasa disebut sebagai APBN. Dana anggaran
APBN harus dikelola oleh BUN dalam satu rekening Bank Indonesia, dan seluruh pengeluaran dan penerimaan
pemerintah harus berasal dari rekening tersebut. Mengenai undang-undang yang mengatur APBN disebutkan
bahwa semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah harus didukung dengan bukti
pertanggungjawaban agar anggaran dapat dilaksanakan. Jika anggaran tidak menggunakan rekening khusus,
maka harus digabungkan dengan rekening BUN. Dalam ruang lingkupnya APBN menampung seluruh
penerimaan dan pengeluaran dalam Rekening Bendahara Umum Negara (Rekening BUN) di bank sentral, Bank
Indonesia (BI). Pada dasarnya, akun tersebut harus mencakup semua pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Sistem dan Prosedur

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintah
menyebutkan bahwa “sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”. Prosedur adalah sebuah susunan cara yang
digabungkan dan menjadi pola yang tetap dalam kegiatan setiap pekerjaan dan menjadi acuan untuk setiap
pegawai untuk melakukan pekerjaannya, baik pada organisasi pemerintah maupun pada organisasi swasta.
Prosedur yang disusun dengan tepat pasti akan membantu membimbing pegawai dalam melakukan
pekerjaannya agar tidak salah langkah. Sistem dan prosedur saling mempunyai keterkaitan atau hubungan.
Sebuah sistem yang baik bermula dari baiknya prosedur yang membuat sistem itu sendiri. Jika prosedur yang
membuat sistem tersebut lemah maka tentunya akan menghasilkan sebuah sistem yang lemah juga.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan sistem pengendalian intern
pemerintah menurut PP No. 60 tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan
yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang — undangan. Adapun unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah,
yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian, Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern
dalam lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas
identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah
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menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan. Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur
dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.

3. Kegiatan Pengendalian yang terdiri dari Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan,
Pembinaan sumber daya manusia, Pengendalian atas pengelolaan system informasi, Pengendalian fisik atas
aset, Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, Pemisahan fungsi, Otorisasi atas transaksi dan
kejadian yang penting, Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, Pembatasan
akses atas sumber daya dan pencatatannya, Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya,
Dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang cepat. Komunikasi atas informasi wajib
diselenggarakan secara efektif.

5. Pemantauan Pengendalian Intern Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem
pengendalian intern. Pemantauan system pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan
berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi,
dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Uang Persediaan

UP atau Uang Persediaan adalah anggaran yang diberikan kepada bendahara pengeluaran atas kuasa
BUN. Digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari tetapi tidak dapat digunakan untuk belanja
modal atau honor dan dapat dimintakan dana pengganti (Revolving). Belanja yang menggunakan UP
dilaksanakan jika belanja tersebut tidak bisa memakai mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Setiap satuan
kerja bisa mengajukan jumlah UP terhadap KPPN. Jika sudah disetujui, UP akan segerah dicairkan dan bisa
dioperasikan oleh bendahara pengeluaran yang berupa UP tunai maupun UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Disaat bendahara pengeluaran melakukan belanja maka belanja tersebut akan dibayarkan dengan memakai UP
yang dimiliki satuan kerja tersebut. Bukti transaksi kemudian disimpan lalu akan dikeluarkan Surat Perintah
Bayar (SPBy) yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bendahara bisa mengajukan Ganti Uang
Persediaan (GUP) untuk mengisi UP kembali jika UP sudah terpakai 50% dengan melampirkan Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran (DRPP) untuk transaksi yang digunakan dengan uang persediaan. Berikutnya PPK
mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP). SPP-GUP akan diajukan ke
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Jika sudah sesuai maka PPSPM menandatangani
Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutanya akan diajukan ke KPPN. KPPN akan mengeluarkan SP2D (Surat
Perintah Pencairan Dana) dari ganti uang persediaan jika dokumen pendukung dan lampiran SPM telah sesuai
atau tidak ada kesalahan. Untuk proses perekaman SPP sampai pada SPM didalam mengajukan UP sampai GU
dilaksanakan melalui sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI).

Ganti Uang

Ganti Uang (GU) merupakan penggantian dari uang persediaan yang sudah digunakan oleh bendahara
pengeluaran minimal sebesar 50% dari jumlah nilai uang persediaan (Tim BLUD Syncore, 2019). Besaran Surat
PertanggungJawaban (SPJ) tentang penggunaan uang persediaan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan uang
pengganti. Surat PertanggungJawaban (SPJ) pengganti uang persediaan bisa disampaikan untuk satu atau lebih
kegiatan yang tidak dapat dibayar dengan pembayaran langsung. Terdapat beberapa dokumen yang harus
dibawa oleh bendahara pengeluaran dalam pengajuan ganti uang, seperti dokumen SPP-GU yang berfungsi
untuk mendapatkan persetujuan dari Bendahara Umum Negara (BUN). Dokumen yang wajib ada dalam SPP-
GU adalah sebagai berikut :
Surat pengantar
Ringkasan dan rincian SPP-GU
Surat pengesahan dari LPJ bendahara pengeluaran dari dana UP yang sudah dipakai
Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Draft surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran dan lampiran lain yang
diperlukan.

arwdE

Mekanisme Pembayaran Langsung
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Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilaksanakan langsung kepada
bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya berdasarkan perjanjian Kkerja, surat keputusan, surat tugas, atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Alur dari
pengajuan mekanisme pembayaran langsung dilaksanakan dari adanya tagihan oleh pihak ketiga berdasarkan
pelaksanaan kontrak oleh PPK. Selanjtnya PPK akan mengecek dari kesesuaian tagihan dengan spesifikasi jika
sudah sesuai dengan yang telah disepakati. PPK akan mengeluarkan SPP yang akan diberikan kepada PPSPM
jika telah sesuai. Selanjutnya PPSPM akan melaksanakan pengecekan dari dokumen SPP yang dilakukan
dengan pengujian wetmatigheid. Pengujian wetmatigheid adalah pengujian untuk melihat apakah belanja telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dana yang dipakai untuk membayar terdapat dalam
DIPA atau tidak. selanjutnya jika telah sesuai, SPM serta dokumen pendukung dan Arsip Data Komputer
(ADK) yang sudah ditandatangani olen PPSPM akan dikirimkan olen PPSPM ke KPPN melalui aplikasi
SAKTI. Jika KPPN sudah menerima SPM maka seksi pencairan dana akan segerah melaksanakan pengecekan
dari SPM serta dokumen pendukung lainnya, selanjutnya SPM akan diproses melalui SPAN jika telah sesuai.
SP2D akan dikeluarkan beserta uang pembayaran akan dicairkan melalui Rekening Kas Umum (RKU) ke
rekening pihak ketiga atau penerima apabila SPM sudah mendapatkan persetujuan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Bakari, Karamoy, dan Lambey (2022) bertujuan untuk mengetahui analisis prosedur
pencairan dana langsung pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif dimana setiap data yang terkumpul
dianalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa analisis prosedur pencairan dana langsung pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Manado telah sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut.

Penelitian Bunsal, Wokas, dan Kindangen (2022) bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem dan
prosedur khususnya uang persediaan sudah dilaksanakan dengan menggunakan aturan yang terbaru yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 terkait Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Tata Cara Pemberian Uang Pada Dinas Koperasi, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara khususnya Pengajuan Permohonan Pembayaran Uang
Persediaan SPP-UP, SPMUP, SP2D -UP dan SPJ-UP serta pencatatan pengeluarannya mengikuti Permendagri
Nomor 77.

Penelitian Zhuroh dan Irma (2022) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pencairan
Dana Uang Persediaan (UP) Pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas 11 Palu sudah sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Balai Karantina Pertanian
Kelas Il Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Proses analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis
informasi/data yang diperolen dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara
mengkoordinasikan kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur pengelolaan dana Uang Persediaan (UP) yang ada pada Balai
Karantina Pertanian Kelas Il Palu tidak berjalan secara optimal dan membutuhkan perbaikan dan masih
membutuhkan perbaikan serta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang
dihasilkan dari studi kasus dengan cara melakukan pengamatan secara detail kepada objek penelitian pada
KPPN Bitung
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Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan
menjelaskan data yang di dapat dengan menggunakan kata-kata deskriptif (Sugiyono, 2018:482).

Proses Analisis
Proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti akan menganalisis data dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan sistem prosedur dari uang
persediaan, ganti uang dan mekanisme pembayaran langsung pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Bitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.05/2022.

2. Peneliti melakukan evaluasi dari hasil data yang sudah dianalisis pertama kali dan membandingkan hasil
olahan data dari sistem prosedur uang persediaan, ganti uang dan mekanisme pembayaran langsung yang
dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung Dengan Peraturan Menteri Keuangan
N0.210/PMK.05/2022 apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Jika ditemukan
ketidaksesuaian dengan peraturan maka peneliti akan menulusuri penyebabnya dan di rumuskan solusinya
agar pelaksanaan sistem dan prosedur dapat di laksanakan dengan baik.

3. Tahap akhir peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan evaluasi pelaksanaan
sistem prosedur uang persediaan, ganti uang dan mekanisme pembayaran langsung pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Bitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Sistem Prosedur Uang Persediaan Pada KPPN Bitung

Prosedur Uang Persediaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung adalah sebagai
berikut :

1. Prosedur Surat Permintaan Pembayaran dalam Uang Persediaan (SPP-UP) Bendahara Pengeluaran KPPN
Bitung menghitung terlebih dahulu besarnya Uang Persediaan yang dibutuhkan dalam satu bulan kedepan
untuk kegiatan operasionalnya, setelahnya Bendahara Pengeluaran menyerahkan dokumen besaran
permohonan UP kepada Kepala KPPN. Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai satuan
kerja (satker) mengajukan permohonan besaran UP ke KPPN selaku (BUN), setelah mendapatkan
persetujuan dari KPPN, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP melalui aplikasi SAKTI, SPP-UP yang
telah dibuat akan diajukan kepada Kepala Seksi Vera selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Seksi Vera
akan melakukan pengujian dan memverifikasi SPP-UP jika telah sesuai dengan kententuan maka SPP-UP
akan diterbitkan, selanjutnya SPP-UP di ajukan kepada Kepala Subbagian Umum selaku Pejabat Penerbit
Surat Perintah Membayar (PPSPM) ; Pengajuan SPP-UP paling lama 2 hari kerja setelah Bendahara
Pengeluaran mengajukan Kepada Kepala Seksi Vera.

2. Prosedur Surat Perintah Membayar untuk Uang Persediaan (SPM-UP) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan
oleh PPK, Kepala Subbagian Umum selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar akan melakukan
pengujian atas SPP-UP yang diterima beserta kelengkapannya yang dilakukan secara elektronik ataupun
secara manual, setelah SPP-UP dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan maka Kepala Subbagian
Umum akan menerbitkan SPM-UP, Apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dalam proses
pengujian maka SPP-UP akan dikembalikan kepada PPK dengan secara tertulis alasan penolakannya dan
disampaikan paling lama 2 hari kerja. Untuk SPM-UP yang sudah diterbitkan maka Kepala Subbagian
Umum akan mengirimkan SPM-UP tersebut berserta lampiran surat persetujun UP ke KPPN sebagai BUN
melalui aplikasi SAKTI ; Kepala Subbagian Umum harus melakukan pengujian atas SPP-UP berserta
kelengkapannya sampai dengan penerbitan SPM-UP paling lama 2 hari kerja.

3. Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persedian (SP2D-UP) Setelah SPM-UP yang di kirim oleh
kepala subbagian umum diterima KPPN selaku BUN, Seksi Pencairan Dana pada KPPN akan melakukan
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penelitian dan pengujian atas kebenaran SPM-UP yang terimanya melalui aplikasi SPAN, jika SPM-UP telah
memenuhi ketentun yang berlaku maka Seksi Pencairan Dana akan menerbitkan SP2D-UP yang selanjutnya
akan dicairkan dana lewat bank yang sesuai dengan SPM-UP. Apabila dalam penelitian dan pengujian yang
dilakukan oleh seksi pencairan dana ternyata ditemukan tidak memenuhi ketentuan yang ada maka KPPN
akan menolak SPM yang diajukan.

Sistem Prosedur Ganti Uang Pada KPPN Bitung

1.

Prosedur Ganti Uang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung adalah sebagai berikut :
Prosedur Surat Perintah Pembayaran untuk Ganti Uang (SPP-GU) Setelah Bendahara Pengeluaran
menggunakan Uang Persediaan sebesar 50%, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Kepala
Seksi Vera selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan daftar rincian permintaan pembayaran,
bukti transaksi, faktur pajak dan sisa setoran UP dan kelengkapan berkas lainnya, Kepala Seksi Vera akan
melakukan pengujian atas berkas yang diterimanya jika sudah sesuai dengan ketentuan maka SPP-GU akan
diterbitkan, selanjutnya Kepala Seksi Vera akan menyampaikan SPP-GU kepada Kepala Subbagian Umum
selaku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) paling lama 5 hari kerja setelah. Untuk
penerbitan SPP GU-Nihil dilakukan apabila sisa dana dalam DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP
minimal sama dengan besaran UP yang diberikan dan sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada
akhir tahun anggaran.

. Prosedur Surat Perintah Membayar untuk Ganti Uang (SPM-GU) Berdasarkan SPP-GU yang diajukan oleh

PPK, Kepala Subbagian Umum selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar akan melakukan pengujian
atas SPP-GU yang diterima beserta kelengkapannya yang dilakukan secara elektronik, setelah SPP-GU
dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan maka Kepala Subbagian Umum akan menerbitkan SPM-GU,
Apabila terjadi Kketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dalam proses pengujian maka SPP-GU akan
dikembalikan kepada PPK dengan secara tertulis alasan penolakannya dan disampaikan paling lama 2 hari
kerja ; Selanjutnya Kepala Subbagian Umum akan mengirimkan SPM-GU yang telah diterbitkan ke KPPN
sebagai BUN melalui aplikasi SAKTI ; Kepala Subbagian Umum harus melakukan pengujian atas SPP-GU
berserta kelengkapannya sampai dengan penerbitan SPM-GU paling lama 4 hari kerja.

. Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persedian (SP2D-GU) Setelah SPM-GU yang di kirim oleh

kepala subbagian umum diterima KPPN selaku BUN, Seksi Pencairan Dana pada KPPN akan melakukan
penelitian dan pengujian atas kebenaran SPM-GU yang terimanya melalui aplikasi SPAN, jika SPM-GU
telah memenuhi ketentun yang berlaku maka Seksi Pencairan Dana akan menerbitkan SP2D-GU yang
selanjutkan akan dicairkan dana lewat bank yang sesuai dengan SPM-GU. Apabila dalam penelitian dan
pengujian yang dilakukan oleh seksi pencairan dana ternyata ditemukan tidak memenuhi ketentuan yang ada
maka KPPN akan menolak SPM yang diajukan.

Sistem Prosedur Pembayaran Langsung Pada KPPN Bitung

Prosedur Mekanisme Pembayaran Langsung pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung

adalah sebagai berikut :

1.

Prosedur Surat Perintah Pembayaran Untuk Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kepala Seksi Vera selaku
Pejabat Pembuat Komitmen mendapatkan tagihan dari pihak ketiga atas dasar pelaksanaan kontrak, Kepala
Seksi Vera melakukan pengujian atas kesesuaian tagihan dengan spesifikasi jika sudah sesuai dengan yang
telah disepakati secara elektronik seperti kebenaran penerima dan perhitungan kewajiban, jika pihak ketiga
memberikan tagihan tidak dalam bentuk elektronik maka akan diuji secara manual. Kepala seksi Vera
menerima berkas LS-Bendahara seperti uang makan, lembur, dan SPD, selanjutnya akan dilakukan
pengujian atas kwitansi pihak ketiga dan berkas dari LS-Bendahara, jika telah sesuai dan memenuhi
ketentuan maka PPK akan membuat SPP-LS melalui aplikasi SAKTI dan menerbitkannya.

. Prosedur Surat Perintah Membayar untuk Pembayaran Langsung (SPM-LS) Berdasarkan SPP-LS yang

diajukan oleh PPK, Kepala Subbagian Umum selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar akan
melakukan pengujian atas SPP-LS yang diterima beserta kelengkapannya yang dilakukan dengan pengujian
wetmatigheid yaitu pengujian untuk melihat apakah belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta melihat dana yang dipakai untuk membayar terdapat dalam DIPA atau tidak, setelah SPP-LS
dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan maka Kepala Subbagian Umum akan menerbitkan SPM-LS,
Apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dalam proses pengujian maka SPP-LS akan
dikembalikan kepada PPK dengan secara tertulis alasan penolakannya dan disampaikan paling lama 2 hari
kerja ; Selanjutnya Kepala Subbagian Umum akan mengirimkan SPM-LS yang sudah diterbitkan ke KPPN
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sebagai BUN melalui aplikasi SAKTI ; Kepala Subbagian Umum harus melakukan pengujian atas SPP-LS
berserta kelengkapannya sampai dengan penerbitan SPM-LS paling lama 4 hari kerja.

3. Prosedur Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SP2D-LS) Setelah SPM-LS yang di kirim
oleh kepala subbagian umum diterima KPPN selaku BUN, Seksi Pencairan Dana pada KPPN akan
melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran SPM-LS yang terimanya melalui aplikasi SPAN, jika
SPM-LS telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka Seksi Pencairan Dana akan menerbitkan SP2D-LS,
uang pembayaran akan dicairkan melalui Rekening Kas Umum (RKU) ke rekening pihak ketiga atau
penerima sesuai yang tertera pada SPM-LS. Apabila dalam penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh
seksi pencairan dana ternyata ditemukan tidak memenuhi ketentuan yang ada maka KPPN akan menolak
SPM yang diajukan.

Pembahasan
Evaluasi Pelaksanaan Sistem Prosedur Uang Persediaan

Sistem prosedur Uang Persediaan (UP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung sudah
sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, untuk pengajuan SPP-UP, SPM-UP dan
SP2D-UP sudah sesuai dengan PMK NO.210/PMK.05/2022. Dimana dalam pencairan dana UP dilakukan
setahun sekali pada setiap awal tahun. Hal pertama yang dilakukan adalah Bendahara menghitung dan
menyusun dahulu rencana anggaran yang diperlukan dalam satu bulan, lalu jika sudah selesai menghitung
anggaran yang diperlukan maka langkah selanjutnya yaitu kepala KPPN sebagai satker mengajukan surat
permohonan UP terlebih dahulu ke KPPN sebagai BUN. Langkah yang kedua yaitu Bendahara Pengeluaran
menyusun konsep SPP-UP (Surat Perintah Pencairan) dan diajukan kepada PPK untuk teliti kelengkapannya.
Langkah ketiga yaitu jika semua sudah lengkap dan disetujui maka PPSPM mengajukan SPM-UP (Surat
Perintah Membayar) yang telah dibuat pada KPPN melalaui aplikasi SAKTI untuk divalidasi dan setelah itu
KPPN membuat dan mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan diberikan pada Bank yang
tertera pada SPM.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Prosedur Ganti Uang

Sistem prosedur Ganti Uang (GU) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung sudah sesuai
Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, untuk pengajuan SPP-GU, SPM-GU dan SP2D-GU
sudah sesuai dengan PMK NO.210/PMK.05/2022. Dimana syarat pengajuan GU dilakukan jika uang persediaan
sudah dibelanjakan minimal 50% dan GU dilakukan minimal 1 bulan sekali. Langkah pertama yang harus
dilakukan adalah Bendahara mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang sudah mencapai jumlah tertentu.
Langkah kedua, yaitu Bendahara membuat dan menandatangani SPP-GU (Surat Perintah Pencairan) dan Surat
Pertanggungjawaban Belanja. Langkah ketiga, yaitu jika SPP-GU telah terverifikasi kebenarannya maka PPK
Mengajukan SPM-GU (Surat Perintah Pencairan) pada PPSPM. Langkah terakhir jika SPM sudah tervalidasi
maka KPPN akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) pada Bank yang tertera pada SPM.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Prosedur Pembayaran Langsung

Sistem prosedur dari mekanisme Pembayaran Langsung (LS) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Bitung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, untuk pengajuan SPP-LS,
SPM-LS dan SP2D-LS sudah sesuai dengan PMK NO.210/PMK.05/2022. Dimana Pembayaran langsung
digunakan untuk belanja pegawai seperti honor, surat tugas, pihak ketiga dan lain sebagainya, langkah dalam
proses pencairannya sama seperti UP maupun GU. Langkah pertama, yaitu PPK mengumpulkan kwintansi dari
belanja pegawai maupun dari pihak ketiga. Langkah kedua, PPK melakukan pengujian SPP-LS (Surat Perintah
Pencairan) untuk di teliti kelengkapannya. Langkah ketiga, yaitu jika SPP-LS sudah lengkap PPK akan
mengajukan penerbitan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) pada PPSPM jika sudah sesuai maka SPM-LS
akan dikirimkan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI dan divalidasi, jika sudah tervalidasi maka KPPN akan
menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada Bank yang tertera pada SPM.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
Adapun penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yang ada pada KPPN Bitung berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, untuk
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meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif,

antara lain adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian pada KPPN Bitung dilihat dari beberapa aspek seperti aturan yang berlaku,
standar kompetensi, struktur organisasi, kebijakan dan tanggung jawab. Lingkungan pengendalian
menjelaskan dan menguraikan bagaimana prosedur atau kebijakan yang bisa menggambarkan kegiatan kerja
pimpinan dan pegawai dalam pencapaian suatu tujuan yang menjadi fondasi dalam 4 komponen Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang lain.

2. Penilaian Risiko
Dalam melakukan analisis resiko sudah sesuai karena telah dibentuk bagian verifikasi khusus untuk
menghindari hal-hal yang dapat merugikan instansi, sehingga laporan keuangan yang sudah diselesaikan
dicek kembali keakuratannya. Adapun dokumen-dokumen mengenai pengeluaran kas serta prosedur dalam
pengeluaran kas pada KPPN Bitung sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan mengenai
pengelolaan keuangan APBN. Penilaian risiko pada KPPN Bitung saat ini diterapkan sudah cukup baik yang
dilakukan terhadap internal maupun eksternal.

3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian diterapkan untuk mempermudah pencapaian tujuan, oleh kerena itu terdapat
komunikasi antara pegawai atau yang terkait mengenai visi, misi dan tujuan dari KPPN Bitung. Untuk
mempermudah kegiatan pengendalian terdapat aplikasi yang dibuat demi kelancaran dan keamanan
dokumen dalam prosedur pencairan dana, aplikasi SPAN dan SAKTI merupakan aplikasi untuk menunjang
pegawai dalam mengontrol prosedur pencairan dana yang telah diadakan. Kegiatan pengendalian di KPPN
Bitung sudah berjalan dengan cukup baik.

4. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi sudah cukup baik dari segi internal pihak KPPN Bitung dalam setiap pengeluaran
kas harus dilaporkan kepada KPPN Bitung sebagai BUN pada setiap bulannya untuk dilakukan evaluasi dan
memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Namun informasi laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja
keuangan tidak dipublikasikan kepada masyarakat tiap tahun, yang seharusnya dalam hal ini KPPN harus
mempublikasi kepada masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas kinerja keuangan KPPN Bitung.

5. Pemantauan Pengendalian
Pemantauan pengendalian yang ada pada KPPN Bitung sudah terlaksana dengan cukup baik hamun masih
kurangnya pengawasan dalam internal instansi sehingga masih sering ditemukan kesalahan dalam
pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan pegawai seperti kesalahan pembebanan mata anggaran ketika
pengajuan UP menjadi GU yang disebabkan oleh individu (human eror) pada saat melakukan penginputan
data. Pemantauan pengendalian yang ada pada KPPN Bitung sudah melibatkan pihak ketiga atau ekstern
pemerintah yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern seperti inspektorat dan
badan pemeriksa keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang dan Mekanisme Pembayaran Langsung pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Bitung khusunya prosedur pengajuan SPP, SPM dan pencairan SP2D sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

2. Sistem yang ada sudah berjalan secara optimal pada KPPN Bitung hamun masih membutuhkan perbaikan,
sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mana dengan adanya sistem
pengendalian internal yang baik maka dapat dijadikan sebagai fungsi pengawasan untuk setiap instansi baik
itu dalam bidang keuangan maupun dalam bidang fungsional lainnya.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat
dikemukakan adalah, sebagai berikut :
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1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung dapat meningkatkan kompetensi keseluruhan pegawai agar
meminimalisir kesalahan perseorangan (human eror) dengan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPI
seperti penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPI, sosialisasi, dan pelatihan SPI untuk para pegawai
dari BPKP. Kepala KPPN Bitung juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembuatan laporan
keuangan yang dihasilkan pegawai dan lebih mengoptimalkan pengendalian internal sebagai alat kontrol dan
fungsi pengawasan dalam melakukan pencairan dana Uang Persediaan (UP).

2. KPPN Bitung lebih terbuka kepada publik mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan
agar tercapainya good governance yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntanbilitas
pemerintah.
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